
No. Peraturan Perundang-undangan 
 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tanggal 9 
September 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light 
Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tanggal 9 
September 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di 
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  122 Tahun 2015 tanggal 20 
Agustus 2015 tentang Perubahan Atas PM 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman 
Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian  
 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 
2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 
 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2015 tanggal 30 
September 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor  51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 
2015 tentang Standar Pelayanan Minimu Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2015 tanggal 4 Februari 
2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas 
Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service 
Obligation)  
 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tanggal 3 
November 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Akademi Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 
Tentang Petunjuk  Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian 
 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 159 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 
2015 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis 
 

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 23 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 
2015 Tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 
 

12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 208 Tahun 2015 tanggal 20 April 
2015 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) 
 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 
2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis  
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14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 47 Tahun 2015 tanggal 22 Januari 
2015 tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Monorel Provinsi 
Sumatera Selatan. 
 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 262 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 
2015 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk 
Melaksanakan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 
Anggaran 2015 
 

16.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 263 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 
2015 tentang Penugasan  Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk 
Melaksanakan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 
Anggaran 2015 
 

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 244 Tahun 2015 tanggal   tentang 
Penetapan Besaran Faktor Prioritas Pada Perhitungan Biaya Penggunaan 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
 

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 477 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 
Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
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